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pokok intinya menyatakan Pasal 3 ayat (5), Pasal 9, Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 14
ayat 2 dan Pasal 112, bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1), Pasal 6A ayat 2, Pasal 22E
ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat 1, Pasal 28D ayat 1, Pasal 28H ayat 1 dan Pasal 33
ayat 4 UUD 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI1/2013 Tentang Pengujian Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004
Tentang Pemerintah Daerah Dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang
Kekuasaan Kehakiman, yang pada intinya menyatakan Pasal 236C dan Pasal 29 ayat (1)
bertentangan dengan UUD 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi 55/PUU-XV1/2020 Tentang Pengujian Undang-Undang 7 Tahun
2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 167 ayat 3, Pasal 347 ayat (1) dan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota,
Pasal 3 ayat 1 , dan Pasal 201 ayat 7 dan 9 terhadap Pasal 1 ayat 2, dan Pasal 4 ayat 2
Pasal 22E ayat 1, Pasal 18 ayat 3, dan Pasal 4 UU 1945, yang pada intinya menolak

permohonan pemohon.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-V1/2008 Tentang Pengujian Undang-
Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden,
Pasal 3 ayat 3 dan Pasal 9, diuji dengan Pasal 6A dan Pasal 22E, Pasal 6A ayat 2, yang

pokoknya menyatakan menolak permohonan.
HASIL WAWANCARA

Hasil wawancara penulis dengan Ni’matul Huda mengatakan bahwa pasca putusan Mahkamah
Konstitusi, bila mengunakan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada maka
sengketa pemilu tetap kewenangan ada di Mahkamah Konstitusi selama badan peradilan khusus
belum terbentuk. Menurutnya, secara kajian konstitusi memang antara pemilu dan pilkada beda
rezim, pilkada ada dalam Pasal 18 ayat 4, sedangkan pemilu ada dalam Pasal 22E. Makanya,
putusan Mahkamah Konstitusi mengatakan pilkada bukan rezim pemilu. Dengan ada putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU/XV11/2019, karena di sana sudah disatukan rezim pilkada
menjadi rezim pemilu sehingga tidak perlu peradilan khusus. hal itu bisa dilihat consideran
dalam RUU (Rancangan Undang- Undang) Pemilihan Um



